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II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah delik atau het straafbaarfeit dalam ilmu hukum memiliki banyak

pengertian maupun terjemahan-terjemahan yang bermakna serupa. Terjemahan

atau tafsiran tersebut diantaranya ada yang menyebutkan delik sebagai perbuatan

yang dapat atau boleh dihukum, peristiwa pidana, perbuatan pidana dan tindak

pidana.18 Perbedaan-perbedaan istilah seperti ini hanya menyangkut terminologi

bahasa yang ada serta untuk menunjukkan tindakan hukum apa saja yang

terkandung didalamnya.19

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana (yuridis

normatif). Kejahatan atau perbuatan jahat dapat diartikan secara yuridis atau

kriminologis. Kejahatan atau perbuatan jahat dalam arti yuridis normatif adalah

perbuatan seperti terwujud in-abstracto dalam peraturan pidana. Sedangkan

kejahatan dalam arti kriminologis adalah perbuatan manusia yang menyalahi

norma yang hidup dalam masyarakat secara konkrit.20

18 SR Sianturi, Azas-Azas Hukum Pidana dan Penerapannya, Jakarta: Storia Grafika, 2002,  hlm.
60.
19 Ibid, hlm. 204
20 Tri Andrisman, Asas- Asas Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia, Bandar Lampung:
Penerbit Universitas Lampung, 2011, hlm. 69-70.
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Andi Zainal Abidin Farid mengemukakan pengertian delik, sebagai berikut :

Pengertian delik berasal dari bahasa latin delic dan delicte sebagai suatu
perbuatan yang dilarang dan diancam pidana barang siapa yang melanggar
larangan tersebut. Alasan penggunaan istilah delik karena :

a. Istilah tersebut singkat, jadi bersifat wets economisch.
b. Istilah tersebut dikenal diseluruh dunia, jadi bersifat universal.
c. Istilah delik dapat memenuhi keperluan pemidanaan badan hukum,

organisasi, sesuai dengan perkembangan hukum pidana.21

Jonkers menjelaskan arti strafbaarfeit adalah :

”suatu perbuatan atau pengabaian yang melawan hukum yang dilakukan

dengan sengaja atau kelalaian seseorang yang dapat dipertanggung

jawabkan”. 22

Sedangkan Pompe memberikan pengertian tindak pidana menjadi 2 (dua) definisi,

yaitu:

1) Definisi menurut teori adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang
dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk
mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum.

2) Definisi menurut hukum positif adalah suatu kejadian/ feit yang oleh
peraturan undang-undang dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat
dihukum.23

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Istilah tindak pidana sebagai terjemahan dari strafbaarfeit yang telah dibahas

sebelumnya tentunya mempunyai kriteria tersendiri sehingga dapat digolongkan

kedalam tindak pidana. Oleh karena itu setelah mengetahui definisi dan

pengertian yang lebih mendalam tentang tindak pidana itu sendiri, maka dalam

tindak pidana itu terdapat beberapa unsur-unsur tindak pidana, yaitu :

21 Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta: Rineka Cipta, 1994,  hlm. 88.
22 Chazawi Adami, Pelajaran Hukum Pidana, Bagian 1; Stelsel Pidana, Teori-Teori Pemidanaan
& Batas Berlakunya Hukum Pidana, Jakarta:  PT Raja Grafindo, 2002, hlm. 72.
23 Lamintang, P.A.F, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997,
hlm. 34.
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1) Unsur subjektif dari suatu tindak pidana :

a) Kesengajaan dan ketidaksengajaan atau dolus dan culpa;

b) Maksud atau voornamen pada suatu percobaan atau poging seperti yang

dimaksud di dalam Pasal 53 atat (1) KUH Pidana;

c) Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan-kejahatan

pencurian, penipuan, pemerasan, dan sebagainya;

d) Merencanakan terlebih dahulu atau voortedachteraad seperti yang terdapat

dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHPidana;

e) Perasaan takut seperti terdapat dalam Pasal 308 KUHPidana.

2) Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana itu sendiri antara lain adalah:

a) Sifat melanggar hukum atau wederrechttelijkheid;

b) Kausalitas dari si pelaku, misalnya keadaan sebagai pegawai negeri dalam

kejahatan menurut pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau

komisaris dari suatu perseroan terbatas dalam kejahatan menurut pasal 298

KUHP.

c) Kausalitas, yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai suatu kenyatan

dan menimbulkan akibat.

Perlu diketahui juga bahwa unsur wederrechtelijk itu selalu harus dianggap

sebagai syarat di dalam setiap rumusan delik, walaupun unsur tersebut oleh

pembentuk undang-undang tidak dinyatakan secara tegas sebagai salah satu unsur

dari delik yang bersangkutan. Walaupun suatu tindakan itu telah memenuhi semua

unsur dari sesuatu delik dan unsur wederrechtelijk itu telah dicantumkan sebagai

salah satu unsur dari delik, akan tetapi tindakan tersebut dapat hilang sifatnya
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sebagai suatu tindakan yang bersifat wederrechtelijk, bilamana hakim dapat

menemukan sesuatu dasar yang meniadakan sifat wederrechtelijk dari tindakan

tersebut, baik berdasarkan sesuatu ketentuan yang terdapat di dalam undang-

undang maupun berdasarkan asas-asas hukum yang bersifat umum dari hukum

yang tidak tertulis.

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

jenis-jenis tindak pidana dibedakan atas dasar-dasar tertentu, sebagai berikut:

1) Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dibedakan antara

lain kejahatan yang dimuat dalam Buku II dan Pelanggaran yang dimuat

dalam Buku III. Pembagian tindak pidana menjadi “kejahatan” dan

“pelanggaran“ itu bukan hanya merupakan dasar bagi pembagian KUHP kita

menjadi Buku ke II dan Buku ke III melainkan juga merupakan dasar bagi

seluruh sistem hukum pidana di dalam perundang-undangan secara

keseluruhan.

2) Menurut cara merumuskannya, dibedakan dalam tindak pidana formil

(formeel Delicten) dan tindak pidana materil (Materiil Delicten). Tindak

pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan bahwa larangan yang

dirumuskan itu adalah melakukan perbuatan tertentu. Misalnya Pasal 362

KUHP yaitu tentang pencurian. Tindak Pidana materil inti larangannya

adalah pada menimbulkan akibat yang dilarang, karena itu siapa yang

menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggungjawabkan dan

dipidana.
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3) Menurut bentuk kesalahan, tindak pidana dibedakan menjadi tindak pidana

sengaja (dolus delicten) dan tindak pidana tidak sengaja (culpose delicten).

Contoh tindak pidana kesengajaan (dolus) yang diatur di dalam KUHP antara

lain sebagai berikut: Pasal 338 KUHP (pembunuhan) yaitu dengan sengaja

menyebabkan hilangnya nyawa orang lain, Pasal 354 KUHP yang dengan

sengaja melukai orang lain. Pada delik kelalaian (culpa) orang juga dapat

dipidana jika ada kesalahan, misalnya Pasal 359 KUHP yang menyebabkan

matinya seseorang, contoh lainnya seperti yang diatur dalam Pasal 188 dan

Pasal 360 KUHP.

4) Menurut macam perbuatannya, tindak pidana aktif (positif), perbuatan aktif

juga disebut perbuatan materil adalah perbuatan untuk mewujudkannya

diisyaratkan dengan adanya gerakan tubuh orang yang berbuat, misalnya

Pencurian (Pasal 362 KUHP) dan Penipuan (Pasal 378 KUHP). Tindak

Pidana pasif dibedakan menjadi tindak pidana murni dan tidak murni. Tindak

pidana murni, yaitu tindak pidana yang dirumuskan secara formil atau tindak

pidana yang pada dasarnya unsur perbuatannya berupa perbuatan pasif,

misalnya diatur dalam Pasal 224,304 dan 552 KUHP. Tindak Pidana tidak

murni adalah tindak pidana yang pada dasarnya berupa tindak pidana positif,

tetapi dapat dilakukan secara tidak aktif atau tindak pidana yang mengandung

unsur terlarang tetapi dilakukan dengan tidak berbuat, misalnya diatur dalam

Pasal 338 KUHP, ibu tidak menyusui bayinya sehingga anak tersebut

meninggal24

24 Andi Hamzah, Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana, Jakarta : Ghalia Indonesia,
2001, hlm. 25-27.
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Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa jenis-jenis tindak pidana terdiri

dari tindak pidana kejahatan dan tindak pidana pelanggaran, tindak pidana formil

dan tindak pidana materil, tindak pidana sengaja dan tindak pidana tidak sengaja

serta tindak pidana aktif dan pasif.

B. Praktik Kedokteran Ilegal dan Dokter Palsu

1. Praktik Kedokteran Ilegal

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik

Kedokteran menyebutkan bahwa praktik kedokteran adalah rangkaian kegiatan

yang dilakukan oleh dokter dan dokter gigi terhadap pasien dalam melaksanakan

upaya kesehatan. Praktik kedokteran bukanlah suatu pekerjaan yang dapat

dilakukan oleh siapa saja, melainkan hanya boleh dilakukan oleh kelompok

profesional kedokteran tertentu yang memiliki kompetensi yang memenuhi

standar tertentu, diberi kewenangan oleh institusi yang berwenang di bidang itu

dan bekerja sesuai dengan standar dan profesionalisme yang ditetapkan oleh

organisasi profesinya.

Secara teoritis-konseptual, antara masyarakat profesi dengan masyarakat umum

terjadi suatu kontrak (mengacu kepada doktrin social-contract), yang memberi

masyarakat profesi hak untuk melakukan self-regulating (otonomi profesi) dengan

kewajiban memberikan jaminan bahwa profesional yang berpraktek hanyalah

profesional yang kompeten dan yang melaksanakan praktek profesinya sesuai

dengan standar.
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Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran diundangkan

untuk mengatur praktik kedokteran dengan tujuan agar dapat memberikan

perlindungan kepada pasien, mempertahankan dan meningkatkan mutu pelayanan

medis dan memberikan kepastian hukum kepada masyarakat, dokter dan dokter

gigi.25

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran mengatur

tentang penyelenggaraan praktik kedokteran. Dalam bagian ini diatur tentang

perijinan praktik kedokteran, yang antara lain mengatur syarat memperoleh SIP

(memiliki STR, tempat praktik dan rekomendasi organisasi profesi), batas

maksimal 3 tempat praktik, dan keharusan memasang papan praktik atau

mencantumkan namanya di daftar dokter bila di rumah sakit. Dalam aturan

tentang pelaksanaan praktik diatur agar dokter memberitahu apabila berhalangan

atau memperoleh pengganti yang juga memiliki SIP, keharusan memenuhi standar

pelayanan, memenuhi aturan tentang persetujuan tindakan medis, memenuhi

ketentuan tentang pembuatan rekam medis, menjaga rahasia kedokteran, serta

mengendalikan mutu dan biaya.

Praktik kedokteran yang dapat dikatakan ilegal yaitu apabila dalam menjalankan

praktik kedokteran tersebut tidak memenuhi persyaratan-persyaratan seperti yang

ada di atas. Praktik kedokteran ilegal juga dengan kata lain dapat dikatakan

sebagai sebuah perbuatan Malpraktik, karena dalam pelaksanaannya tenaga medis

berpraktik dengan tidak mengindahkan standar-standar dalam aturan yang ada,

25 http://albert-xi-a1.blogspot.com/2011/08/praktik-kedokteran.html, diakses pada 25 Oktober,
pukul 18.54 WIB.
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seperti melalaikan syarat-syarat yang diperlukan dalam menjalankan praktik

kedokteran tersebut.

2. Dokter Palsu

Dokter dan dokter gigi adalah dokter, dokter spesialis, dokter gigi, dan dokter gigi

spesialis lulusan pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi baik di dalam

maupun di luar negeri yang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia sesuai

dengan peraturan perundang-undangan.26 Setiap dokter dan dokter gigi yang

melakukan praktik kedokteran di Indonesia wajib memiliki surat tanda registrasi

dokter dan surat tanda registrasi dokter gigi. Surat tanda registrasi dokter dan surat

tanda registrasi dokter gigi diterbitkan oleh Konsil Kcdokteran Indonesia.

Setiap dokter yang berpraktik wajib mengikuti pendidikan dan pelatihan

kedokteran berkelanjutan yang diselenggarakan oleh organisasi profesi dan

lembaga lain yang diakreditasi oleh organisasi profesi dalam rangka penyerapan

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran. Pendidikan dan

pelatihan kedokteran berkelanjutan dilaksanakan sesuai dengan standar yang

ditetapkan oleh organisasi profesi kedokteran.

Melihat ke dalam hubungan perjanjian dokter dengan pasien, dokter haruslah

bertindak berdasarkan:

1) Adanya indikasi medis

2) Bertindak secara hati-hati dan teliti

3) Bekerja sesuai standar profesi

4) Sudah ada informed consent.

26 Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran.
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Keempat tindakan di atas adalah sesuai dengan Undang-Undang Praktek

Kedokteran No. 29 tahun 2004 Bab IV tentang Penyelenggaraan Praktik

Kedokteran, yang menyebutkan pada bagian kesatu pasal 36, 37 dan 38 bahwa

sorang dokter harus memiliki surat izin praktek, dan bagian kedua tentang

pelaksanaan praktek yang diatur dalam Pasal 39-43. Pada bagian ketiga

menegaskan tentang pemberian pelayanan, dimana paragraf 1 membahas tentang

standar pelayanan yang diatur dengan Peraturan Menteri. Standar Pelayanan

adalah pedoman yang harus diikuti oleh dokter atau dokter gigi dalam

menyelenggarakan praktik kedokteran.

Dokter dalam melaksanakan praktik kedokteran mempunyai kewajiban:

a. memberikan pelayanan medis sesuai dengan standar profesi dan standar

prosedur operasional serta kebutuhan medis pasien;

b. merujuk pasien ke dokter atau dokter gigi lain yang mempunyai keahlian atau

kemampuan yang lebih baik, apabila tidak mampu melakukan suatu

pemeriksaan atau pengobatan;

c. merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang pasien, bahkan juga

setelah pasien itu meninggal dunia;

d. melakukan pertolongan darurat atas dasar perikemanusiaan, kecuali bila Ia

yakin ada orang lain yang bertugas dan mampu melakukannya; dan

e. menambah ilmu pengetahuan dan mengikuti perkembangan ilmu kedokteran

atau kedokteran gigi.

Sedangkan dokter palsu adalah mereka yang tidak memenuhi standar-standar

profesi sebagai dokter sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
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Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Praktik

Kedokteran, yaitu:

Pasal 73:

(1) Setiap orang dilarang menggunakan identitas berupa gelar atau bentuk lain
yang menimbulkan kesan bagi masyarakat seolah-olah yang bersangkutan
adalah dokter atau dokter gigi yang telah memiliki surat tanda registrasi
dan/atau surat izin praktik.

(2) Setiap orang dilarang menggunakan alat, metode atau cara lain dalam
memberikan pelayanan kepada masyarakat yang menimbulkan kesan
seolah-olah yang bersangkutan adalah dokter atau dokter gigi yang telah
memiliki surat tanda registrasi dan/atau surat izin praktik.

Pengawasan terhadap praktik kedokteran dokter dan dokter gigi sudah diatur

dalam UUPK, baik atas norma-norma disiplin maupun norma-norma dalam

lembaga–lembaga penegakan terhadap penyelenggaraan praktik kedokteran.27

Dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasannya praktik kedokteran ini

dilakukan oleh pemerintah pusat, Konsil Kedokteran Indonesia, pemerintah

daerah, dan organisasi profesi.

C. Penegakan Hukum Pidana

Penegakan hukum disebut dalam bahasa Inggris law enforcement, bahasa Belanda

rechtshandhaving.28 Penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan-

hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah atau pandangan

menilai yang mantap dan sikap tidak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap

27 http://www.hukor.depkes.go.id/?art=12&set=0, diakses pada tanggal 25 Oktober pada pukul
19.01 WIB.
28 Andi Hamzah, Penegakan Hukum Lingkungan, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hlm. 48.
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akhir untuk menciptakan social engineering, memelihara dan mempertahankan

social control kedamaian pergaulan hidup.29

Penegakan hukum pidana yang merupakan kebijakan penanggulangan kejahatan

mempunyai tujuan akhir yaitu perlindungan masyarakat guna mencapai

kesejahteraan masyarakat, dengan demikian penegakan hukum pidana merupakan

bagian integral dari kebijakan untuk mencapai kesejahteraan, maka wajar jika

dikatakan dikatakan bahwa usaha penanggulangan kejahatan merupakan

penegakan hukum pidana yang menjadi bagian penting dari pembangunan

nasional. 30

Seperti yang dikatakan Sudarto bahwa penegakan hukum pidana dapat diartikan

sebagai upaya untuk membuat hukum pidana itu berfungsi, beroperasi atau

bekerjanya dan terwujud secara konkrit. Menurut Prof. Sudarto, kebijakan hukum

pidana dibagi menjadi dua jenis kebijakan, yaitu:

1. Kebijakan Secara Penal (Hukum Pidana)

Kebijakan hukum pidana melalui jalur penal lebih menitikberatkan pada sifat

“represif” (penindasan/ pemberantasan/ penumpasan) setelah kejadian tersebut

terjadi.

Menurut Sudarto, yang dimaksud dengan upaya represif adalah segala tindakan

yang dilakukan oleh aparat penegak hukum sesudah terjadinya kejahatan atau

tindak pidana, termasuk upaya represif adalah penyelidikan, penyidikan,

penuntutan sampai dilakukannya pidana.

29 Soejono Soekanto, Kejahatan dan Penegakan Hukum, Jakarta: Rineka Cipta, 1995, hlm. 5.
30 Sudarto, Kapita Selekta Hukum Pidana, Bandung: Alumni, 1986, hlm. 111.
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Penegakan hukum pidana pada hakikatnya merupakan penegakan kebijakan

melalui beberapa tujuan:31

a. Tahap Formulasi

Yaitu tahapan penegakan hukum “in abstracto” oleh pembuat undang-undang,

tahap ini dapat pula disebut sebagai tahap kebijakan legislatif.

b. Tahap Aplikasi

Yaitu tahapan penerapan hukum pidana oleh aparat-aparat penegak hukum mulai

dari kepolisian, sampai dengan pengadilan, tahap ini dapat disebut pula tahap

kebijakan.

c. Tahap Eksekusi

Yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana secara konkret oleh aparat-aparat

pelaksana hukum pidana, tahap ini dapat pula disebut dengan tahap kebijakan

eksekutif dan administratif.

2. Kebijakan Non-Penal (Luar Jalur Hukum)

Kebijakan hukum pidana melalui jalur non-penal lebih menitikberatkan pada sifat

“preventif” (pencegahan/ penangkalan/ pengendalian) yang dilakukan sebelum

kejahatan tersebut terjadi.

Sarana non-penal biasa disebut sebagai upaya preventif, yaitu upaya-upaya yang

dilakukan untuk menjaga kemungkinan akan terjadinya kejahatan, merupakan

upaya pencegahan, penangkalan, dan pengendalian sebelum kejahatan

terjadi,maka sasaran utamanya adalah mengenai faktor-faktor kondusif penyebab

31 Ibid, hlm. 157
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terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu antara lain berpusat pada masalah-

masalah atau kondisi-kondisi sosial secara langsung atau tidak langsung

menimbulkan kejahatan.

Usaha-usaha non-penal misalnya penyantunan dan pendidikan sosial dalam

rangka mengembangkan tanggung jawab sosial warga masyarakat; penggarapan

kesehatan jiwa masyarakat melalui pendidikan moral,agama; peningkatan usaha-

usaha kesejahteraan anak dan remaja; kegiatan patroli dan pengawasan lainnya

secara berlanjut oleh polisi dan aparat kemanan lainnya. Usaha-usaha non-penal

memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu. Dengan demikian, dilihat dari politik

kriminal keseluruhan kegiatan preventif yang non-penal itu sebenarnya

mempunyai kedudukan yang sangat strategis, memegang posisi kunci

diintensifkan dan diefektifkan. Kegagalan dalam menggarap posisi strategis ini

justru akan berakibat sangat fatal bagi usaha penanggulangan kejahatan.oleh

karena itu suatu kebijakan kriminal harus dapat mengintegrasikan dan

mengharmonisasikan seluruh kegiatan preventif yang non-penal itu ke dalam

suatu sistem-sistem kegiatan negara yang teratur. Tujuan utama dari sarana non-

penal sendiri adalah memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu. Penggunaan

sarana non-penal adalah merupakan upaya-upaya yang dapat dilakukan meliputi

bidang yang sangat luas sekali di seluruh sektor kebijakan sosial.

Apa yang diartikan orang selama ini sebagai penegak hukum (law enforcement)

seperti halnya tertuju pada adanya tindakan represif dari aparat penegak hukum

dalam melakukan reaksi tugas terhadap penindakan pelaku kriminal. Pemaknaan

penegakan hukum secara demikian itu sangatlah sempit, oleh karena kewenangan



29

penegakan hukum seakan menjadi tanggungjawab aparat hukum semata, padahal

tidak demikian halnya, oleh karena penegakan hukum konteksnya luas termasuk

tanggung jawab setiap orang dewasa yang cakap sebagai pribadi hukum

(perzoonlijk) melekat kewajiban untuk menegakkan hukum.

Bagi orang awam, penegakan hukum semata hanya dilihat sebagai tindakan

represif dari aparat hukum, tindakan di luar aparat hukum hanya dipandangnya

sebagai partisan hukum, misalnya tindakan informative terhadap aparat hukum

adanya peristiwa hukum atau gejala akan terjadinya peristiwa hukum. Sebenarnya

penegakan hukum dalam konteks yang luas berada pada ranah tindakan, perbuatan

atau prilaku nyata atau faktual yang bersesuaian dengan kaidah atau norma yang

mengikat, Namun demikian dalam upaya menjaga dan memulihkan ketertiban

dalam kehidupan sosial maka pemerintahlah actor security. Pelaksanaan hukum

sangat penting dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, karena tujuan hukum

terletak pada pelaksanaan hukum tersebut. Ketertiban dan ketentraman hanya

dapat diwujudkan jika hukum dilaksanakan, dan sebaliknya jika hukum tidak

dilaksanakan maka peraturan hukum itu hanya menjadi susunan kata-kata yang

tidak bermakna dalam kehidupan masyarakat.

Penegakan hukum sebagai usaha semua kekuatan bangsa, menjadi kewajiban

kolektif semua komponen bangsa, dan merupakan ralat bahwa hukum hanya

boleh ditegakkan oleh golongan-golongan tertentu saja, antara lain:32

32 Ilhami Bisri, Sistem Hukum Indonesia: Prinsip-Prinsip & Implementasi Hukum di Indonesia,
Jakarta: Rajawali Pers, 2012, hlm. 128.
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1) Aparatur negara yang memang ditugaskan dan diarahkan untuk itu seperti

polisi, hakim, dan jaksa, yang dalam dunia hukum disebut secara ideal

sebagai the three musketers atau tiga pendekar hukum, yang mempunyai

fungsi penegakan dengan sifat yang berbeda-beda akan tetapi bermuara pada

terciptanya hukum yang adil, tertib, dan bermanfaat bagi semua manusia.

Polisi menjadi pengatur dan pelaksana penegakan hukum didalam

masyarakat, hakim sebagai pemutus hukum yang adil sedangkan jaksa adalah

institusi penuntutan negara bagi para pelanggar hukum yang diajukan polisi.

2) Pengacara yang memiliki fungsi advokasi dan mediasi bagi masyarakat baik

yang bekerja secara individual ataupun yang bergabung secara kolektif

melalui lembaga-lembaga bantuan hukum, yang menjadi penuntun

masyarakat yang awam hukum, agar dalam proses peradilan tetap

diperlakukan sebagai manusia yang memiliki kehormatan, hak, dan

kewajiban, sehingga putusan hakim akan mengacu pada kebenaran, keadilan

yang dilandasi penghormatan manusia atas manusia.

3) Para eksekutif yang bertebaran di berbagai lahan pengabdian sejak dari

pegawai pemerintah yang memiliki beraneka fungsi dan tugas kewajiban

sampai kepada para penyelenggara yang memiliki kekuasaan politik

(legislatif).

4) Masyarakat pengguna jasa hukum yang kadang-kadang secara ironi menjadi

masyarakat pencari keadilan.

Aparatur penegak hukum mencakup pengertian mengenai institusi penegak

hukum dan aparat penegak hukum. Dalam arti sempit, aparatur penegak hukum

yang terlibat dalam proses tegaknya hukum itu, dimulai dari saksi, polisi,
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penasehat hukum, jaksa, hakim, dan petugas sipir pemasyarakatan. Setiap aparat

dan aparatur terkait mencakup pula pihak-pihak yang bersangkutan dengan tugas

atau perannya yaitu terkait dengan kegiatan pelaporan atau pengaduan,

penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pembuktian, penjatuhan vonis dan

pemberian sanksi, serta upaya pemasyarakatan kembali (resosialisasi) terpidana.

Dalam pelaksanaan penegakan hukum terdapat kendala-kendala yang

menyebabkan terhambatnya pelaksanaan penegakan hukum, diantaranya faktor-

faktor yang mempengaruhi penegakan hukum adalah:33

1) Faktor hukumnya sendiri (Perundang-Undangan)

Praktek penyelenggara hukum di lapangan sering kali terjadi kontradiksi

antara hukum dan keadilan, hal ini dikarenakan konsepsi keadilan merupakan

rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian keadilan merupakan

prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Oleh karena itu, suatu

kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berdasar hukum merupakan

suatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak

bertentangan dengan hukum.

2) Faktor Penegak Hukum

Penegak hukum adalah mereka yang secara langsung dan secara tidak

langsung berkecimpung dibidang penegakan hukum yang tidak hanya

mencakup law enforcement, akan tetapi juga peace maintenance.

33 Soerjono Soekanto, Op.cit., 1983, hlm. 8
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3) Faktor Sarana atau Fasilitas

Sarana atau fasilitas mempunyai peranan yang sangat penting di dalam

penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, maka tidak

mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar dan

menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peran yang aktual.

4) Faktor Masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai

kedamaian di dalam masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat dapat

mempengaruhi penegakan hukum di mana peraturan hukum berlaku atau

diterapkan. Bagian terpenting dari masyarakat yang menentukan penegakan

hukum adalah kesadaran hukum masyarakat.

5) Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan yang sebenarnya bersatu padu dengan faktor masyarakat

sengaja dibedakan, karena di dalam pembahasannya diketengahkan masalah

sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau

nonmaterial. Beragam kebudayaan yang demikian banyak dapat

menimbulkan persepsi-persepsi tertentu terhadap penegakan hukum.


